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ABSTRAK

Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik di ruang publik
masih sering dianggap sepele oleh masyarakat, padahal tindakan tersebut dapat
menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban. Meskipun Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah
mengatur mengenai pelecehan seksual nonfisik, pengaturannya belum secara
spesifik mencakup perilaku catcalling. Kondisi ini menimbulkan kekosongan
hukum yang berdampak pada kesulitan aparat penegak hukum dalam melakukan
penindakan serta menghambat pemenuhan hak korban atas perlindungan hukum.
Analisis ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penegakan tindak pidana
catcalling, mengidentifikasi kendala normatif yang dihadapi aparat penegak
hukum, serta meninjau dampak kekosongan hukum tersebut terhadap korban dari
perspektif perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui
analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta literatur yang
relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 281 KUHP
belum mampu menjangkau bentuk pelecehan seksual nonfisik seperti catcalling.
Pasal 5 UU TPKS telah mengatur pelecehan seksual nonfisik, rumusannya masih
terlalu umum dan belum secara spesifik memasukkan cafcalling sebagai tindak
pidana yang dapat dipidana. Kekosongan hukum ini berdampak pada lemahnya
perlindungan terhadap korban dan memunculkan fenomena victim blaming di
masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa diperlukan pembentukan atau
penambahan norma baru dalam UU TPKS yang secara tegas mengatur catcalling
sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik, agar tercipta kepastian hukum,
perlindungan korban, dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan
seksual di ruang publik.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Polisi, Catcalling, Kekerasan seksual, Ruang
publik, Kekosongan hukum.
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ABSTRACT

The phenomenon of catcalling as a form of nonphysical sexual harassment in public
spaces is still often considered trivial by the community, even though the action can
cause a serious psychological impact on the victim. Although Law Number 12 of
2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) has regulated
nonphysical sexual harassment, the regulation has not specifically covered
catcalling behavior. This condition creates a legal void that has an impact on the
difficulties of law enforcement officers in taking action and hindering the fulfillment
of victims' rights to legal protection. This research aims to analyze the legal basis
for the enforcement of catcalling crimes, identify normative obstacles faced by law
enforcement officers, and review the impact of the legal vacuum on victims from the
perspective of legal protection. The research method used is normative legal
research with a legislative approach, through analysis of laws and regulations,
legal principles, and relevant literature. The research results show that the
provisions in Article 281 of the Criminal Code have not been able to reach forms of
non-physical sexual harassment such as catcalling. Article 5 of the TPKS Law has
regulated non-physical sexual harassment, the formulation is still too general and
has not specifically included catcalling as a criminal act that can be punished. This
legal void has an impact on the weak protection of victims and gives rise to the
phenomenon of victim blaming in society. This research shows that it is necessary
to establish or add new norms in the TPKS Law that expressly regulates catcalling
as a form of nonphysical sexual harassment, in order to create legal certainty,
victim protection, and justice in law enforcement against sexual violence in public
spaces.

Keywords: Law enforcement, Police, Catcalling, Sexual violence, Public space,
Legal emptiness.
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